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ABSTRACT 

The digital transformation of land administration through electronic land 

certificates requires accurate, complete, consistent, and up-to-date spatial data. This 

study aims to describe employees’ perceptions of spatial data quality, describe 

employees’ perceptions of the effectiveness of electronic land certificate issuance, and 

analyze the relationship between these two variables at the Cirebon City Land Office. 

This research employed a quantitative approach with a correlational survey design. 

The population and sample consisted of 30 employees directly involved in spatial data 

management and electronic land certificate issuance, comprising 17 employees from 

the Survey and Mapping Section and 13 employees from the Land Rights 

Determination and Registration Section. The respondents were selected using total 

sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive 

statistics and the Pearson Product-Moment correlation. The results showed that 

employees’ perceptions of spatial data quality were categorized as good, with an 

average score of 2.75. Temporal quality obtained the highest score of 3.05, while 

logical consistency obtained the lowest score of 2.22 and was categorized as poor, 

indicating that overlaps and gaps between land parcels remain a significant issue. 

Employees’ perceptions of the effectiveness of electronic land certificate issuance were 

also categorized as good, with an average score of 2.97. The Pearson correlation 

analysis produced a coefficient of 0.680 with a significance value of less than 0.001. 

These findings indicate a positive, strong, and statistically significant relationship 

between employees’ perceptions of spatial data quality and the effectiveness of 

electronic land certificate issuance. Therefore, improvements in logical consistency, 

resolution of overlaps and gaps, and synchronization between spatial and juridical 

data are necessary to support more effective electronic land certificate services. 

Keywords: electronic land certificate, employee perception, service effectiveness, 

spatial data quality, land administration 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendaftaran tanah adalah salah satu alat penting dalam sistem administrasi 

pertanahan di Indonesia. Melalui pendaftaran tanah, setiap bidang tanah dapat 

dicatat, dipetakan, dan diberi kepastian hukum dengan penerbitan sertifikat hak 

atas tanah. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendaftaran tanah ini menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Pusat di seluruh wilayah Indonesia  (Hermawan & 

Surata, 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi dasar utama dalam penegakan 

hukum pertanahan. Ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum 

terhadap hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat 

Indonesia (Antari et al., 2019). Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk 

pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel, Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan berbagai usaha untuk 

memperbaharui sistem pertanahan.  

Perkembangan teknologi membantu transformasi layanan pertanahan 

menjadi digital, sehingga proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih mudah 

dan efisien melalui teknologi terkini. Dalam bidang pertanahan, teknologi ini 

digunakan untuk membuat layanan berbasis elektronik yang merupakan bagian 

dari upaya memperbarui sistem pertanahan (Devi, 2024). Menurut Devi (2024), 

sertipikat elektronik merupakan hasil transformasi dari sistem sertipikat analog 

menuju sistem digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, 

memperkuat keamanan data, serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang 

hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021. Akan tetapi, 

keberhasilan transformasi layanan pertanahan berbasis elektronik tidak hanya 

ditentukan oleh tersedianya teknologi digital, melainkan juga oleh efektivitas 

pelaksanaan proses penerbitan sertipikat elektronik. Efektivitas tersebut menjadi 
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indikator penting dalam menilai sejauh mana layanan pertanahan digital mampu 

memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat. 

Efektivitas penerbitan sertipikat elektronik dalam sistem administrasi 

pertanahan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Namun, salah 

satu faktor yang memiliki peran penting adalah kualitas data spasial, yang 

mencakup tingkat akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data bidang tanah. Data 

spasial yang tidak akurat atau tidak terintegrasi dengan baik dapat menghambat 

proses validasi dan verifikasi, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan 

penerbitan sertipikat elektronik maupun munculnya kesalahan dalam penyajian 

informasi pertanahan. Oleh karena itu, kualitas data spasial menjadi aspek 

fundamental dalam mendukung efektivitas penerbitan sertipikat elektronik karena 

berfungsi sebagai dasar dalam berbagai proses administrasi pertanahan digital 

(Lusiani & Hafizh, 2021). Menurut standar kualitas data spasial dalam SNI ISO 

19157, kualitas data geospasial ditentukan oleh beberapa indikator seperti 

kelengkapan (completeness), konsistensi logis (logical consistency), akurasi 

posisi (positional accuracy), akurasi tematik (thematic accuracy), dan ketepatan 

waktu (temporal quality). Dalam hal ini, peta bidang tanah berperan sebagai 

representasi spasial dari batas-batas bidang tanah yang memuat informasi yuridis, 

geometris, dan lokasi geografis secara akurat (Badan Standarisasi Nasional, 2013). 

Di samping kualitas data spasial, terdapat faktor lain yang turut 

memengaruhi efektivitas penerbitan sertipikat elektronik, seperti kualitas data 

tekstual, kinerja sistem informasi pertanahan melalui Komputerisasi Kegiatan 

Pertanahan (KKP), kompetensi sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana 

dan prasarana teknologi pendukung (Dewi et al., 2022; Istiqomah et al., 2022; 

Devi, 2024; Juknis PTSL, 2022). Meskipun demikian, penelitian ini 

memfokuskan kajian pada kualitas data spasial karena data tersebut menjadi 

landasan utama dalam proses identifikasi, penentuan batas bidang tanah, serta 

integrasi informasi pertanahan secara digital. Dalam implementasinya, kualitas 

data spasial juga memiliki keterkaitan erat dengan proses validasi data pertanahan 

yang dilakukan sebelum sertipikat elektronik diterbitkan untuk memastikan 

kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data yang tersimpan dalam sistem. 
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Penerapan sertifikat elektronik sebagai bagian dari modernisasi layanan 

pertanahan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021, membutuhkan integrasi yang baik 

antara data spasial, dan data tekstual dalam sistem informasi pertanahan. Proses 

penerbitan sertifikat elektronik memerlukan kualitas data spasial yang baik karena 

data ini digunakan sebagai dasar untuk validasi, verifikasi, dan penentuan batas 

bidang tanah secara digital. Jika kualitas data spasial kurang memadai, maka 

proses penerbitan sertifikat elektronik bisa terhambat. Hambatan ini bisa berupa 

kebutuhan verifikasi tambahan, koreksi data bidang tanah, atau penyesuaian 

dengan kondisi fisik di lapangan.  

Validasi data pertanahan merupakan salah satu tahapan penting dalam 

penyelenggaraan layanan pertanahan elektronik, termasuk penerbitan sertipikat 

elektronik. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tersimpan 

dalam Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), baik data spasial 

maupun data tekstual, telah sesuai dengan kondisi sebenarnya serta memenuhi 

standar kualitas yang ditetapkan. Dalam proses ini dilakukan pemeriksaan 

terhadap kesesuaian informasi bidang tanah, batas bidang, luas tanah, letak 

bidang, serta keterkaitan antara data spasial dan data tekstual yang dimiliki. 

Melalui validasi data, potensi kesalahan, duplikasi, maupun ketidaksesuaian 

informasi dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum sertipikat elektronik 

diterbitkan. Mengingat sebagian besar informasi yang divalidasi berkaitan dengan 

posisi, batas, dan bentuk bidang tanah, maka ketersediaan data spasial yang akurat 

menjadi sangat penting. Data spasial tersebut diperoleh melalui kegiatan 

pemetaan yang berperan dalam menghasilkan informasi geospasial sebagai dasar 

penyelenggaraan administrasi pertanahan dan penerbitan sertipikat elektronik. 

Kegiatan pemetaan bidang tanah secara menyeluruh dan berbasis digital 

memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan basis data spasial bidang 

tanah yang tertata dan terintegrasi (Lusiani & Hafizh, 2021). Meskipun demikian, 

masih diperlukan upaya peningkatan kualitas terhadap data bidang tanah yang 

tercantum dalam sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) (Dewi et al., 

2022). Selain itu, dalam proses pemetaan bidang tanah perlu dilakukan 
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pembaharuan posisi bidang tanah karena untuk meminimalisir adanya 

ketidaksesuaian berupa celah (gap) dan tumpang tindih (overlappping) (Nugroho, 

2021). Jika keadaan tersebut terjadi maka Kantor Pertanahan akan melakukan 

beberapa pengecekan untuk menentukan apakah benar terjadi tumpang tindih, 

adanya ketidaksesuaian berupa gap, atau adanya kesalahan pada plotting. Namun, 

jika memang terjadi kesalahan pada plotting atau ada tumpang tindih maka 

petugas ukur kantor pertanahan akan melakukan pengukuran penataan batas yang 

bertujuan untuk memperbaiki batas-batas lokasi bidang tanah agar sesuai dengan 

kondisi fisik bidang tanah di lapangan. Perbaikan tersebut juga bertujuan agar data 

bidang tanah dapat menjadi data spasial bidang tanah yang akurat dan handal 

dalam mendukung pembangunan sistem informasi pertanahan. 

Kota Cirebon sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi 

dan mobilitas penduduk yang tinggi memiliki dinamika pertanahan yang 

kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penguasaan dan 

pemanfaatan tanah di Kota Cirebon melibatkan berbagai pihak dengan 

karakteristik hak dan pengelolaan yang berbeda-beda. Meskipun tingkat 

pendaftaran tanah di Kota Cirebon telah mencapai sekitar 96%, masih terdapat 

beberapa bidang tanah yang belum tersertifikasi, terutama terkait aset pemerintah, 

BUMN, dan tanah kesultanan (Suhartono, 2018). Di sisi lain, implementasi 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menunjukkan adanya 

upaya pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah serta 

meminimalisir konflik pertanahan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan 

berbagai kendala seperti belum optimalnya tata kelola pertanahan, permasalahan 

administrasi, serta kebutuhan integrasi data melalui sistem digital. Oleh karena 

itu, kualitas data spasial, menjadi faktor krusial dalam mendukung penerbitan 

sertipikat elektronik yang akurat dan terpercaya.  

Pemilihan Kota Cirebon sebagai lokasi penelitian berdasarkan data Kantor 

Pertanahan Kota Cirebon per bulan Mei tahun 2026, terdapat 88.305 buku tanah 

yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72.852 buku tanah telah berstatus 

Pra Sertel sebagai bagian dari proses persiapan penerapan sertipikat elektronik. 

Jika dibandingkan dengan jumlah total buku tanah yang terdaftar, maka 
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persentase buku tanah yang telah berstatus Pra Sertel mencapai 82,50%. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar data buku tanah di Kantor 

Pertanahan Kota Cirebon telah memasuki tahap persiapan menuju penerbitan 

sertipikat elektronik. Namun demikian, masih terdapat sebagian data pertanahan 

yang belum sepenuhnya siap, sehingga peningkatan kualitas data, khususnya data 

spasial, tetap diperlukan agar proses validasi dan penerbitan sertipikat elektronik 

dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal. Untuk memahami kondisi tersebut, 

klasifikasi Kualitas Data (KW) perlu dibedakan berdasarkan tingkat ketersediaan 

data pertanahan dalam sistem KKP. KW 1, KW 2, dan KW 3 merupakan kategori 

bidang tanah yang telah terpetakan. Perbedaannya terletak pada kelengkapan 

Gambar Situasi/Surat Ukur (GS/SU). KW 1 memiliki GS/SU spasial, GS/SU 

tekstual, dan buku tanah; KW 2 telah memiliki GS/SU tekstual dan buku tanah, 

tetapi belum memiliki GS/SU spasial; sedangkan KW 3 telah memiliki buku 

tanah, tetapi belum dilengkapi GS/SU spasial maupun GS/SU tekstual. Dengan 

demikian, ketiga kategori tersebut telah memiliki representasi posisi bidang tanah 

dalam sistem, meskipun tingkat kelengkapan dokumen fisiknya berbeda. KW 1, 

KW 2, dan KW 3 memiliki potensi untuk dialihmediakan menjadi Sertipikat 

Elektronik karena bidang tanahnya telah terpetakan dan telah memiliki buku 

tanah. Namun, penerbitannya tetap mensyaratkan kelengkapan, kesesuaian, serta 

validasi data fisik dan data yuridis. KW 1 relatif paling siap untuk diproses, 

sedangkan KW 2 dan KW 3 memerlukan pelengkapan dan peningkatan kualitas 

data GS/SU terlebih dahulu sebelum dapat diterbitkan menjadi Sertipikat 

Elektronik. 

Sebaliknya, KW 4, KW 5, dan KW 6 merupakan kategori bidang tanah 

terdaftar yang telah memiliki buku tanah, tetapi belum terpetakan. KW 4 masih 

memiliki GS/SU spasial dan GS/SU tekstual; KW 5 memiliki GS/SU tekstual, 

tetapi belum memiliki GS/SU spasial; sedangkan KW 6 belum memiliki GS/SU 

spasial maupun GS/SU tekstual. Kategori KW 4 sampai dengan KW 6 karena itu 

memerlukan kegiatan peningkatan kualitas, seperti penelusuran dokumen, 

plotting, verifikasi, dan apabila diperlukan pengukuran lapangan, agar bidang 

tanah dapat ditingkatkan menjadi data yang terpetakan dan valid. Keberadaan 
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3.379 bidang dalam kategori tersebut menunjukkan bahwa persoalan di Kota 

Cirebon bukan hanya berkaitan dengan jumlah data yang belum siap, tetapi juga 

dengan kelengkapan dan keterhubungan komponen fisik-spasial yang menjadi 

dasar layanan sertipikat elektronik. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki 

karakteristik yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian terkait kualitas data 

spasial dalam mendukung efektivitas penerbitan sertipikat elektronik. Keberadaan 

sejumlah bidang tanah yang masih memerlukan peningkatan kualitas data 

menunjukkan bahwa proses transformasi pelayanan pertanahan menuju layanan 

berbasis elektronik masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat 

perhatian. Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas data spasial menjadi 

aspek yang penting untuk memastikan integrasi data pertanahan berjalan secara 

optimal dalam pelayanan pertanahan berbasis digital. Dengan demikian, Kantor 

Pertanahan Kota Cirebon dapat menjadi objek penelitian yang representatif untuk 

menganalisis keterkaitan antara kualitas data spasial dan efektivitas penerbitan 

sertipikat elektronik. Maka dari itu peneliti tertarik dengan kondisi yang ada di 

Kantor Pertanahan Kota Cirebon, peneliti ingin menguji dan menganalisis 

bagaima kondisi data spasial yang ada di Kantor Pertanahan Kota Cirebon dan 

bagaimana hubungannya terhadap tingkat efektivitas penerbitan sertipikat 

elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris 

mengenai peran kualitas data spasial dalam mendukung implementasi sistem 

sertipikat elektronik serta memberikan masukan bagi peningkatan kualitas 

pengelolaan data pertanahan dalam rangka mewujudkan pendaftaran tanah yang 

modern, dan efektif. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi pegawai mengenai kualitas data spasial yang digunakan 

dalam proses penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota 

Cirebon? 

2. Bagaimana persepsi pegawai mengenai efektivitas penerbitan sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon? 
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3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pegawai mengenai 

kualitas data spasial dan persepsi pegawai mengenai efektivitas penerbitan 

sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan persepsi pegawai mengenai kualitas data spasial yang 

digunakan dalam proses penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan 

Kota Cirebon. 

2. Mendeskripsikan persepsi pegawai mengenai efektivitas penerbitan sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon. 

3. Menganalisis hubungan antara persepsi pegawai mengenai kualitas data 

spasial dan persepsi pegawai mengenai efektivitas penerbitan sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon.. 

D. Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi kajian pada persepsi pegawai Kantor Pertanahan 

Kota Cirebon yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan atau pemanfaatan 

data spasial serta proses penerbitan sertipikat elektronik. Penelitian memfokuskan 

pengukuran pada pegawai Seksi Survei dan Pemetaan serta Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran yang memenuhi kriteria responden penelitian. Batasan tersebut 

bertujuan agar data penelitian berasal dari pegawai yang memiliki pengalaman 

langsung dengan fenomena yang peneliti kaji. 

Penelitian membatasi variabel pertama pada persepsi pegawai mengenai 

kualitas data spasial. Peneliti mengukur variabel tersebut melalui lima indikator, 

yaitu kelengkapan atau completeness, konsistensi logis atau logical consistency, 

akurasi posisi atau positional accuracy, akurasi tematik atau thematic accuracy, 

dan kualitas temporal atau temporal quality. Skor yang peneliti peroleh 

menggambarkan penilaian responden terhadap kualitas data spasial berdasarkan 

pengalaman kerja mereka. Penelitian tidak melakukan pengujian teknis langsung 

terhadap seluruh data spasial bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon. 

Penelitian membatasi variabel kedua pada persepsi pegawai mengenai 

efektivitas penerbitan sertipikat elektronik. Peneliti menilai variabel tersebut 
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melalui aspek ketepatan, kecepatan pelayanan, keandalan, kualitas informasi, dan 

efisiensi proses kerja. Penelitian tidak menggunakan audit kinerja pelayanan, 

pengukuran durasi setiap berkas secara langsung, atau evaluasi kinerja sistem 

teknologi informasi sebagai ukuran efektivitas objektif. 

Penelitian tidak menganalisis secara khusus kualitas data tekstual, 

kompetensi sumber daya manusia, kualitas aplikasi KKP, kualitas jaringan 

internet, sarana dan prasarana teknologi informasi, kebijakan organisasi, serta 

faktor lain yang berpotensi berkaitan dengan efektivitas pelayanan. Penelitian 

juga tidak mengklaim hubungan sebab akibat antara kedua variabel karena 

penelitian memperoleh kedua variabel melalui survei persepsi pada responden 

yang sama dalam satu periode pengamatan. Hasil penelitian menggambarkan 

kondisi responden dan konteks Kantor Pertanahan Kota Cirebon sehingga peneliti 

tidak menggeneralisasikan temuan secara langsung kepada seluruh kantor 

pertanahan di Indonesia.    

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis yaitu, penelitian ini bisa membantu perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang pertanahan. Terutama yang berkaitan dengan 

sertipikat elektronik dan pemetaan bidang tanah. Penelitian ini menambahkan 

perspektif persepsi pegawai dengan menganalisis bagaimana pegawai 

menilai kualitas data spasial dan efektivitas penerbitan sertipikat elektronik 

berdasarkan pengalaman operasional mereka. Hasil penelitian dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kualitas data spasial, 

digitalisasi administrasi pertanahan, layanan elektronik, atau perilaku 

pengguna internal sistem informasi pertanahan. 

2. Manfaat Bagi Kantor Pertanahan Kota Cirebon, hasil penelitian dapat 

menyediakan gambaran mengenai penilaian pegawai terhadap kondisi data 

spasial dan proses penerbitan sertipikat elektronik. Kantor Pertanahan dapat 

memanfaatkan temuan tersebut sebagai salah satu bahan evaluasi internal 

untuk mengidentifikasi aspek yang memperoleh penilaian baik maupun aspek 

yang masih memerlukan perhatian dari perspektif pegawai yang menjalankan 

proses pelayanan. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
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Pertanahan Nasional, penelitian ini dapat memberikan informasi empiris 

mengenai pengalaman pegawai dalam menggunakan data spasial untuk 

mendukung layanan pertanahan elektronik pada tingkat kantor pertanahan. 

Informasi tersebut dapat melengkapi evaluasi teknis dan administratif dalam 

penyusunan kebijakan peningkatan kualitas data, penguatan proses validasi, 

serta pengembangan layanan pertanahan elektronik. Bagi peneliti 

selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan 

pengukuran yang lebih luas dengan mengombinasikan data persepsi dan data 

objektif. Penelitian lanjutan dapat membandingkan persepsi pegawai dengan 

hasil pengujian kualitas spasial, waktu penyelesaian pelayanan, jumlah 

pekerjaan ulang, frekuensi koreksi data, atau indikator kinerja pelayanan 

lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

hubungan antara kualitas data dan penyelenggaraan pelayanan pertanahan 

elektronik. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi pegawai terhadap kualitas 

data spasial, persepsi pegawai terhadap efektivitas penerbitan sertipikat 

elektronik, dan hubungannya antara kualitas data spasial dengan efektivitas 

penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi pegawai mengenai kualitas data spasial yang digunakan dalam 

proses penerbitan sertipikat elektronik berada dalam kategori baik, dengan 

nilai rata-rata sebesar 2,75. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data spasial 

secara umum telah dinilai cukup lengkap, memiliki posisi dan atribut yang 

sesuai, serta diperbarui dalam waktu yang cukup tepat. Indikator kualitas 

temporal memperoleh nilai tertinggi sebesar 3,05, sedangkan indikator 

konsistensi logis memperoleh nilai terendah sebesar 2,22 dan termasuk 

kategori tidak baik. Rendahnya konsistensi logis menunjukkan bahwa masih 

terdapat persoalan berupa tumpang tindih dan celah antarbidang tanah dalam 

sistem KKP. Dengan demikian, kualitas data spasial telah cukup mendukung 

proses penerbitan sertipikat elektronik, tetapi masih memerlukan 

peningkatan, terutama pada penyelesaian overlap, gap, bidang yang belum 

terpetakan, serta sinkronisasi antara data spasial dan data yuridis. 

 

2. Persepsi pegawai mengenai efektivitas penerbitan sertipikat elektronik 

berada dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata sekitar 2,97. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat elektronik secara umum dinilai 

telah berjalan cukup tepat, cepat, andal, menghasilkan informasi yang 

memadai, serta mendukung efisiensi proses kerja. Indikator keandalan 

memperoleh nilai tertinggi sebesar 3,05, yang menunjukkan bahwa pegawai 

memiliki tingkat kepercayaan yang relatif baik terhadap kestabilan sistem dan 

konsistensi hasil pelayanan. Meskipun demikian, indikator ketepatan dan 

kualitas informasi masih memerlukan perhatian karena sebagian pegawai 
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masih menemukan kesalahan penerbitan, ketidaksesuaian informasi, atau 

kebutuhan pemeriksaan tambahan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas 

pelayanan perlu dilakukan melalui penguatan pemeriksaan data, integrasi 

data spasial dan yuridis, kestabilan sistem, serta pengurangan pekerjaan 

ulang. 

 

3. Hasil uji korelasi Pearson Product Moment menunjukkan terdapat hubungan 

positif, kuat, dan signifikan antara persepsi pegawai mengenai kualitas data 

spasial dan persepsi pegawai mengenai efektivitas penerbitan sertipikat 

elektronik. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 

0,680 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001, sehingga H₀ ditolak dan H₁ 

diterima. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa pegawai yang 

menilai kualitas data spasial lebih baik cenderung memberikan penilaian 

yang lebih baik pula terhadap efektivitas penerbitan sertipikat elektronik. 

Hubungan tersebut termasuk kategori kuat karena nilai korelasi berada pada 

interval 0,60–0,799. Namun, hasil tersebut menunjukkan hubungan statistik 

dan tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat karena 

kedua variabel diukur berdasarkan persepsi responden yang sama dalam satu 

periode pengamatan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi pegawai terhadap kualitas 

data spasial, persepsi pegawai terhadap efektivitas penerbitan sertipikat 

elektronik, dan hubungannya antara kualitas data spasial dengan efektivitas 

penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Cirebon, peneliti akan 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Saran untuk Kantor Pertanahan Kota Cirebon 

Kantor Pertanahan Kota Cirebon perlu memprioritaskan peningkatan 

konsistensi logis data spasial karena indikator tersebut memperoleh nilai rata-

rata terendah, yaitu 2,22 dan berada dalam kategori tidak baik. Peningkatan 

kualitas dapat dilakukan melalui identifikasi dan penyelesaian tumpang tindih 

atau overlap, celah atau gap antarbidang, kesalahan posisi, serta 
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ketidaksesuaian antara data spasial dengan luas, Nomor Identifikasi Bidang, 

lokasi, dan data yuridis dalam sistem KKP. Pelaksanaan perbaikan perlu 

didukung dengan pemeriksaan dokumen ukur, pemanfaatan peta foto udara, 

koreksi atau reposisi bidang, penataan batas, dan pengukuran ulang terhadap 

bidang yang tidak dapat diselesaikan melalui pemeriksaan administrasi. 

Kegiatan tersebut sebaiknya dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan 

agar data yang digunakan dalam penerbitan sertipikat elektronik semakin 

lengkap, konsisten, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini. 

Kantor Pertanahan Kota Cirebon juga perlu mempertahankan kualitas 

temporal dan keandalan pelayanan yang telah memperoleh penilaian relatif 

baik dari pegawai. Pemutakhiran data harus menjadi bagian dari kegiatan 

rutin, terutama setelah terjadi peralihan hak, pemecahan bidang, 

penggabungan bidang, perubahan batas, atau pemeliharaan data lainnya. Pada 

saat yang sama, pemeriksaan silang antara data spasial, data yuridis, dan 

dokumen pertanahan perlu diperkuat sebelum sertipikat elektronik 

diterbitkan untuk mengurangi kesalahan dan pekerjaan ulang. Pengendalian 

mutu pada setiap tahapan pelayanan dapat membantu meningkatkan 

ketepatan dokumen, kejelasan informasi, dan efisiensi proses kerja. 

 

2. Saran untuk Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan 

Nasional 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu 

memperkuat kebijakan dan pedoman teknis mengenai peningkatan kualitas 

data spasial, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian overlap, gap, 

ketidaksesuaian posisi, serta integrasi antara data spasial dan data yuridis. 

Standar pemeriksaan dan validasi perlu diterapkan secara konsisten agar 

kualitas data tidak hanya dinilai berdasarkan status administratif dalam 

sistem, tetapi juga berdasarkan kesesuaian teknis dan substantifnya. 

Dukungan terhadap kantor pertanahan dapat diberikan melalui 

pengembangan perangkat pemeriksaan topologi, peningkatan kemampuan 

aplikasi KKP, penyediaan peta dasar yang memadai, serta penguatan sarana 
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dan infrastruktur teknologi informasi. Kebijakan tersebut perlu disertai 

mekanisme evaluasi berkala agar permasalahan kualitas data dapat diketahui 

dan diselesaikan sebelum menghambat pelayanan elektronik. 

 

Kementerian juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan yang berkaitan dengan validasi data spasial, pemeriksaan 

kualitas data, sinkronisasi data spasial dan yuridis, serta pengoperasian sistem 

pelayanan elektronik. Pelatihan sebaiknya tidak hanya membahas 

penggunaan aplikasi, tetapi juga kemampuan petugas dalam mengidentifikasi 

sumber kesalahan dan menentukan metode perbaikannya. Penguatan 

kompetensi tersebut diperlukan karena efektivitas penerbitan sertipikat 

elektronik tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga 

pada kemampuan pegawai dalam menggunakan, memeriksa, dan 

memperbaiki data. Dengan dukungan data, sistem, dan sumber daya manusia 

yang memadai, pelayanan sertipikat elektronik dapat dilaksanakan secara 

lebih tepat, cepat, andal, dan efisien. 

 

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan mengombinasikan data persepsi 

dengan data teknis dan data kinerja pelayanan agar hasil penelitian tidak 

hanya menggambarkan penilaian responden. Data objektif yang dapat 

digunakan antara lain jumlah bidang yang mengalami overlap dan gap, 

tingkat ketelitian posisi, jumlah bidang yang belum terpetakan, frekuensi 

koreksi data, jumlah pekerjaan ulang, serta waktu penyelesaian setiap berkas. 

Perbandingan antara persepsi pegawai dan kondisi teknis dapat memberikan 

penjelasan yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan kualitas data 

spasial dengan pelaksanaan pelayanan pertanahan elektronik. Pendekatan 

tersebut juga dapat mengurangi keterbatasan penelitian yang menggunakan 

dua variabel persepsi dari responden yang sama dalam satu periode 

pengamatan. 
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Penelitian berikutnya juga dapat memasukkan faktor lain yang 

berkaitan dengan efektivitas penerbitan sertipikat elektronik, seperti kualitas 

data tekstual, kompetensi pegawai, kualitas sistem KKP, jaringan internet, 

infrastruktur teknologi, kepatuhan terhadap prosedur, beban kerja, dan 

koordinasi antarunit. Penambahan variabel perlu didasarkan pada kerangka 

teori dan kondisi empiris agar model penelitian tidak sekadar menjadi lebih 

luas, tetapi juga lebih mampu menjelaskan proses pelayanan. Penelitian 

komparatif pada beberapa kantor pertanahan dapat dilakukan untuk 

mengetahui apakah pola hubungan yang ditemukan di Kota Cirebon juga 

terjadi pada wilayah dengan karakteristik data dan pelayanan yang berbeda. 

Selain itu, desain longitudinal dapat digunakan untuk melihat perubahan 

kualitas data dan efektivitas pelayanan setelah program peningkatan kualitas 

data dilaksanakan. 
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